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BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 65 TAHUN 2017

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BULUKUMBA

BUPATI BULUKUMBA,

. bahwadalamrangkamewujudkanpemerintahan yang baik(Good

Governance)yang bebasdarikorupsi, kolusi,
nepotismedanpenyalahgunaankekuasaansertawewenang,
pemerintahtelahmewajibkankepadaparapejabatpenyelenggarater

masuk di
lingkunganPemerintahKabupatenBulukumbauntukmelaporkan
hartakekayaan yang

dimilikinyakepadaKomisiPemberantasanKorupsi;

. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudpadahu

ruf a,
perlumenetapkanPeraturanBupatitentanglLaporanHartaKekayaa
nPenyelenggara Negara di

LingkunganPemerintahKabupatenBulukumba;

. Undang-UndangNomor 29 Tahun 1959 tentangPembentukan

Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

. Undang-UndangNomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan

Negara Yang BersihdanBebasdariKorupsi, KolusidanNepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-UndangNomor 31 TahunTahun 1999

tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387)
sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor 20
Tahun 2001 (LembaranNgaraRepublik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150);

. Undang-UndangNomor 30 Tahun 2002

tentangKomisiPemberantasanTindakPidanaKorupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali terakhirdenganUndang-
UndangNomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5698);



5. Undang-UndangNomor 5 Tahun 2014 tentangAparaturSipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

6. PeraturanPemerintahNomor 53 Tahun 2010
tentangdisiplinPegawaiNegeriSipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5135);

7. InstruksiPresidenNomor ) Tahun 2014
tentangPercepatanPemberantasanKorupsi;

8. PeraturanKomisiPemberantasanKorupsiNomor 7 Tahun 2016

tentang Tata Cara Pendaftaran,
PengumumandanPemeriksaanHartaKekayaanPenyelenggara
Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN

PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BULUKUMBA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalamPeraturanBupatiini, yang dimaksuddengan:

1.

Daerah adalahKabupatenBulukumba.

2. Pemerintah Daerah
adalahBupatisebagaiunsurpenyelenggarapemerintahandaerah yang
memimpinpelaksanaanurusanpemerintahan yang
menjadikewenangandarahotonom.

3. BupatiadalahBupatiBulukumba.

4. LaporanHartaKekayaanPenyelenggara Negara selanjutnyadisingkat LHKPD
adalahdaftarseluruhhartakekayaanPenyelenggara Negara (PN)
besertapasangandananak yang masihmenjaditanggungan yang dituangkan di
dalamFormulir LHKPN yang ditetapkanolehKomisiPemberantasanKorupsi,
untukselanjutnyadisebut KPK.

S. PejabatWajib LHKPN KabupatenBulukumbaadalahpejabat di
lingkunganPemerintahKabupatenBulukumba yang
wajibmengisidanmenyampaikan LHKPN.

BAB II
PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 2
Pejabat yang wajibmenyampaikan LHKPN di

lingkunganPemerintahKabupatenBulukumba, terdiriatas:
a. BupatiBulukumba;
b. WakilBupatiBulukumba;

C.

AnggotaDewanPerwakilan Rakyat Daerah;



PejabatEselon II yang disamakan;

PejabatEselon III yang disamakan;

KuasaPenggunaAnggaran;

PejabatPembuatKomitmen;

. Auditor;

KelompokKerja Unit LayananPengadaanBarang/JasaPemerintah;
DireksidanKomisaris BUMD Bulukumba.
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Pasal 3

LHKPN sebagaimanadimaksuddalamPasal 2 disampaikankepada KPK melalui
Unit Pengelola LHKPN PemerintahKabupatenBulukumba.

Pasal 4

Wajib LHKPN di

lingkunganPemerintahKabupatenBulukumbawajibmengisidanmenyampaikan

LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulansetelah:

a. pengangkatansebagaiPenyelenggara Negara padasaatpertama kali menjabat;

b. pengangkatankembalisebagaiPenyelenggara Negara
setelahberakhirnyamasajabatan; dan

c. berakhirnyamasajabatanataupensiunsebagaiPenyelenggara Negara.

Pasal 5

Penyelenggara Negara sebagaimanadimaksuddalamPasal 4, wajibmenyampaikan
LHKPN secaraperiodiksetiap 1 (satu) tahunsekaliatasHartaKekayaan yang
diperolehsejak 1 Januarisampaidengantanggal 31
Desemberdandisampaikandalamjangkawaktu paling lambattanggal 31
Marettahunberikutnya.

Pasal 6

Penyampaian LHKPN sebagaimanadimaksuddalamPasal 5

dilaksanakandengancarasebagaiberikut:

a. melaluiaplikasi e-LHKPN; atau

b. mengisiformulir LHKPN dengan format yang ditentukanoleh KPK dalam media
penyimpanan data dandikirimmelaluisuratelektronik (e-mail),
jasaekspedisiataudiserahkansecaralangsungkepada KPK.

Pasal 7

Dalamhalpenyampaian LHKPN
dilaksanakandengancarasebagaimanadimaksuddalamPasal 6 huruf b,
fotocopitandaterima LHKPN disampaikankepada Unit Pengelola LHKPN
padaPemerintahKabupatenBulukumba.

Pasal 8



Dalamrangkamendukungkelancaranpelaksanaanpenyampaian LHKPN,
ditetapkan Admin Instansidan Admin Unit Kerja.

BAB III
UNIT PENGELOLA LHKPN

Pasal 9

(1) Untukmengeloladanmengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
(2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimanadimaksudpadaayat (1) terdiridari:
a. Koordinator LHKPN:
1. Sekretaris Daerah KabupatenBulukumba; dan
2. InspekturKabupatenBulukumba.
b. Admin Instansi:
KepalaBagianHukum
c. Admin Unit Kerja:
Kepala Sub Bagiandan/ataupejabat yang membidangkepegawaian.

(3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimanadimaksudpadaayat (1)
mempunyaitugassebagaiberikut:
a. Koordinator LHKPN:

1. berkoordinasidengan KPK dalamhalsebagaiberikut:

a) melakukan monitoring danevaluasiterhadapkepatuhanWajib LHKPN
dalammenyampaikandanmengumumkan LHKPN;

b) melakukan monitoring danevaluasiterhadap Admin
Instansidalammelakukanpengelolaan LHKPN; dan

c) pemberiansosialisasikewajiban LHKPN baikkepadaPenyelenggara
Negara maupun Unit Pengelola LHKPN.

2. mengingatkanWajib LHKPN di
lingkunganInstansinyauntukmematuhikewajibanpenyampaiandanpeng
umuman LHKPN.

3. mengusulkanpenjatuhanhukumandisiplinbagiPejabatWajib LHKPN yang
tidakmenyampaikanLaporanHartaKekayaanuntukditetapkanolehBupati

Bulukumba.
b. Adminlnstansi:

1. melakukanvalidasi/pemutakhiranterhadap data
kepegawaianmengenaiperubahandata Wajib LHKPN di
lingkunganinstansinya (peratama kali
menjabatmengalamimutasi/promosi/berakhirnyajabatan) yang

disampaikanoleh KPK danmenyampaikannyakembalikepada KPK;

2. menunjukdanmembuatakun admin unit kerja; dan

3. pemberiansosialisasikewajiban LHKPN
danbimbinganteknismengenaitatacarapengisian LHKPN.

c. Admin Unit Kerja:

1. Mengelolaaplikasi e-LHKPN di
lingkunganPemerintahKabupatenBulukumba;

2. MembuatakunWajib LHKPN/Penyelenggara Negara; dan

3. Membuat/pemutakhiran data Wajib LHKPN.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 10



(1) AtasanlangsungPejabatWajib LHKPN
memilikikewajibanmelakukanpengawasansecaraberjenjangdanmelakukaneva
uasipelaksanaanwajib LHKPN.

(2) InspektoratKabupatenBulukumbamerupakan unit Pengawasan Internal yang
melakukanfungsiPengawasandanpemantauanterhadappengelolaandankepatu
han LHKPN di lingkunganPemerintahKabupatenBulukumba.

Pasal 11

Inspektur KabupatenBulukumba bertugas:

a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta
kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN untuk bersedia diperiksa harta
kekayaannya;

b. berkoordinasi dengan Koordinator Pengelola LHKPN dalam rangka
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai
Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi:

1. data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan
mengumumkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;

2. hasil pemeriksaan LHKPN; dan

3. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.

d. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari
Koordinator, kepada BupatiBulukumbadengan memberikan tembusan kepada
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan
Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB V
SANKSI

Pasal 12

(1) Wajib LHKPN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan
LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi disiplin
tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

(2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri
dari :

a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
dan/atau
b. Pembebasan dari jabatan.

BAB VI
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 13

(1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 12
ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan
masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan;
b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada
Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12.
(2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan



Pasal 13 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat
KabupatenBulukumbasesuai denganprosedur sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun
2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
BAB VII
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 14
PadasaatPeraturanBupatimulaiberlaku:
a. terhadapPenyelenggaraan Negara yang sudahpernahmenyapaikanLHKPN
denganformulir LHKPN model KPK-Aatauformulir LHKPN model KPK-B, serta:
1. mengalamiperubahanjabatan; atau
2. mempunyaikewajibanmenyampaikankembali LHKPN,
tidakperlumenyampaikan LHKPN padatahun 2017; dan
b. untukpenyampaian LHKPN padatahun 2018, hartakekayaan yang
dilaporkanmerupakanhartakekayaansampaidengantanggal 31

Desembertahunberjalandandisampaikankepada KPK paling
lambatpadatanggal 31 MaretTahunberikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku padatanggal dundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkanpengundanganPeraturanBupatiinidenganpenempatannyadalamB
erita Daerah KabupatenBulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 3 Juli 2017
BUPATI BULUKUMBA,

ttd
A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 3 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
ttd

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2017 NOMOR 65



